SELURUH IN DON ESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP I)AN KEHUTANAN

| DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRO])UKSI LESTARI

Alamat Gedung Mangga]a Wanabakn Blok ILt. V, 1. Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon 021-5730236 5730248 Fax 021 5733336. Kotak Pos : 100 JKWB
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TENTANG

KEWAJIBAN MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI SIPNBP YANG TELAH '
. TERINTEGRASI DENGAN SIMPONI

- .-rf-‘}i"‘:i;f-'%"‘_'iLatar Belakang

‘a. Berdasarkan - hasu pengembanga'n' :ébll‘kasa"é:'stenﬁ :nformaSI penatausahaan iuran
. kehutanan oleh: Dwektorat Jenderal Pengelolaan Hutan' Produksi Lestari Kementerian -~

- Lingkungan - Hidup ' dan Kehutanan bahwa SIPNBP dengan | SIMPONI telah

-  terkoneksifterintegrasi. -

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menten Keuangan Nomor 32/PMK 0/2014

P pengelolaan hutan’produksi lestari dari officia/ assessmert: menjadl self: assessmenttentuf |
berpengaruh pada perubahan pembayaran/penyetoran penerlmaan negara.

¢. SIMPONI merupakan salah satu dari rangkalan implementasi: Penatausahaan HaSI| Hutan "
" secara self assessment oleh’ Wajib -Bayar, untuk melakukan kewajiban pembayaran PNBP -
atas - pemanfaatan hasil hutan, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenlHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggai s

12 Agustus 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk5| Lestan
" Nomor P. 19/PHPL—SET/2015 tangga! 10 Desember 2015

- 2. Maksud dan Tujuan :

z-."-_"-f,Maksud dari SE ini‘adalah : , : . _
7 a. Untuk memberlkan penjelasan tentang Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran melalui

SIPNBP yang telah terintegrasi dengan SIMPONI.

E b Untuk ‘menghindari tidak teridentifi kasmya pencatatan reahsaS} pembayaran PNBP oleh
' Wa]lb Bayar melalui SIPNBP ' S

TUJuannya adalah tertlbnya pemungutan, momtonng dan evaluas: sehlngga optimallsas:' D
- Penerimaan Negara Bukan PaJak yang berasai dari pengelolaan dan pemanfaatan hasul hutan-‘—

e _,-fi._‘fjdapat tercapal B
3 ‘Ruang lmgkup

" Penjelasan tentang mekanisme Pelaksanaan Kewajtban Pembayaran PNBP dllakukan melalur o
. SIMPONI' sebagaimana - Pasal 19 ayat (3) Peraturan . Menteri Lnngkungan Hidup. dan

. Kehutanan Nomor P. 71/MenLHK/Setjen/HPL 4/2016 tentang tentang Tata Cara Pengenaan, .
" Pemungutan dan - Penyetoran PSDH, Dana Reboisasi, Ganti Rugi - Tegakan Denda
-_Pelanggaran Eksp[mtaSI Hutan dan Iuran Izm Usaha Pemanfaatan Hutan '

" 4 : Dasar

a Peraturan Menterl Keuangan Nomor 32/PMK 05/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang N
Slstem Penenmaan Negara Secara Elektromk .

- tentang Sistem" Penerimaan Negara Secara Elektronik dan adanya ‘perubahan’ sistem



b Peraturan- B Menten - ngkungan " H:dup dan : Kehutanan Nomor'f‘
P 71/MenLHK/Set]en/HPL 3/8/2016- . tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara
‘Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, ‘Dana Rehoisasi,

"'_':?_l.',-r-'Gantl RUGi Tegakan, Denda Peianggaran Eksplo|taS| Hutan dan Iuran IZIn Usaha
R Pemanfaatan Hutan :

Tegaka*\ Dan Iuran Izm Usaha Pemanfaatan Hutan MeIaIun SIMPONI

5 ‘-Pelaksanaan Kewajlban Pembayaran melalm SIPNBP yang telah termtegraSI

o dengan SIMPONI

SN a. _ Pelunasan PSDH/DR/GRT/DPEH wa]|b dllaksanakan selambat—tambatnya 20 (dua puluh) o

.~ hari sejak LHP/LP/Risalah lelang/Berita Acara- Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi :
.~ Hutan/Surat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum’ tetap/surat Keputusan Kepala
" ‘Dinas Kehutanan Provinsi -atas nama Gubernur tentang Sanksi. DPEH/Surat Keputusan

i Direktur Jenderal tentang Sank5| DPEH yang dlterbltkan sesuan ketentuan perundang- :
S _-.\_-undangan , : _ -

B "_..f‘?‘;;f':b.'-;;'Pemba\.faran [TUPH wajib dtlaksanakan 30 (tlga puluh) han se]ak dlterbltkannya surat ”

... Perintah Pembayaran (SPP-IIUPH) oleh Direktur Jenderal. -

c Peiunasan PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH yang terutang dranggap sah apablla kode billing
~ . yang tercantum pada BPN berupa bukti pembayaran melalui ATM atau bukti setor melalui
Rt . Bank/Kantor Pos- sesuai dengan kode bf///ng yang terdapat pada database SIPNBP

teruntegrasn dengan SIMPONI dllaksanakan mu!al tanggal 17 Juli 2017 . o
e Wa;nb Bayar Penertmaan Negara Bukan Pajak - (PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH) harus"-‘ a

& melakukan pembayaran kewajlban PNBP dan- pembuatan  -kode Dilling dengan

menggunakan - SIPNBP yang tetah terintegraSI dengan SIMPONI mulaa tanggal
01 Agustus 2017 :

f ‘Kepala Dinas yang diberi tugas dan- bertanggung Jawab di bldang kehufanan d| Provinsi .-

dan Kepala Balai- Pengelotaan Hutan Produksi Lestari” seluruh Indonesia diminta |

o .-meneruskan Surat Edaran !nl kepada seluruh Wa]lb Bayar di- w1layah kenanya masmg-
© - .masing.- S \ '

B "_"-'}__".'j_‘Demlklan,dls‘ampaikan,‘untuk.merijadi' mak’iu‘rh.

*-."..".‘;'D;'tétapkan di- :Jakarta
tanggal P18 pulbl 29?%

B ifeg 19590502 198603 1 001
:,Tembusan ' S '

“Menteri ngkungan Hldup dan Kehutanan (sebagal Iaporan), .

~Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; :
Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; \ -
Direktur PNBP Dzrektorat Jenderal Anggaran Kementerlan Keuangan

R Al B o

";-‘_Peraturan Direktiur Jenderai Pengelolaan Hutan Produksu Lestari Nomor_‘
P 19/PHPL-SEF/2015 tanggal 10. Desember 2015 tentang Petun]uk Teknis Pembayaran L
. Provisi ‘Sumber . Daya Hutan,’ Dana RebonsaSi Penggantlan Nilai Tegakan Gantl Rugl; -

- Dalam’ rangka 'uji- coba-“pembuatan Kode billing menggunakan SIPNBP yang telah .



